Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan
hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas;

bahwa bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus
yang ada pada saat ini berbentuk Perusahaan Daerah sehingga
perlu diganti dengan badan hukum yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT);

bahwa Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip Syariah dapat berjenis Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah;

bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut
diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Tanggamus;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang
Pernyataan tidak berlakunya sebagai Perundang-undangan dan
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867);

Peraturan Pemerintah ~ Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5027);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2006 Nomor 03).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH TANGGAMUS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

o

Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;

Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Tanggamus;

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus yang selanjutnya
disebut PT. BPR Syariah Tanggamus adalah Badan Usaha Milik Pemerintah
Kabupaten Tanggamus yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan
kekayaan daerah yang dipisahkan;

Pengurus adalah Direksi dan Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Syariah Tanggamus;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah
Tanggamus;

Direksi adalah Direksi PT. BPR Syariah Tanggamus;
Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah Tanggamus;

Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT. BPR Syariah Tanggamus
yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang
disetor;

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat
Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah Tanggamus;

Wadi’ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai
barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga
keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang;

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli
barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan
sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati;

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan
pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut
dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad;

Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu) antara pemesan (mustashni) dengan
penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal
akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila
bank bertindak sebagai shani’ kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat
barang (mashnu’) maka hal ini disebut istishna paralel;

jarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (mu’ajir) dengan penyewa
(musta’jir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada mu’ajir;

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam)
dengan penjual (muslam illaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati
diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank
bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk
menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel;

Rahn adalah akad penyerahan barang / harta (mahrun) dari nasabah (rahn) kepada
bank (murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang;

Qardh adalah akad pinjaman dari bank (mugqridh) kepada pihak tertentu
(mugtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
Mugqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada mugqtaridh. Pengembalian
pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus;



20. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan
modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk
ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen
usaha tersebut;

21. Prinsip operasional Syariah lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim
dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Tanggamus (PT. BPR Syariah Tanggamus).

(2) PT. BPR Syariah Tanggamus adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan
usahanya dibidang Perbankan, dengan berdasarkan prinsip Syariah.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini
terhadap PT. BPR Syariah Tanggamus berlaku segala ketentuan hukum yang
berlaku.

Pasal 3
(1) Kantor Pusat PT. BPR Syariah Tanggamus berkedudukan di Kota Agung dan dapat

membuka Kantor Cabang didalam wilayah Provinsi Lampung dan Unit Pelayanan
Kas diwilayah Kabupaten Tanggamus.

(2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT. BPR Syariah Tanggamus sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4
PT. BPR Syariah Tanggamus merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah
dibidang keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank

Pembiayaan Rakyat yang dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip
Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, PT. BPR Syariah
Tanggamus menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :



a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan bentuk lain berdasarkan
prinsip wadi’ah atau mudharabah.

b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para
pengusaha mikro kecil.

c. Melakukan penyaluran dana melalui :
1. Transaksijual beli berdasarkan prinsip :
Murabahah;
Istishna;
Jjarah;
Salam;
Jual beli lainnya

a0 o

2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
a. Mudharabah;
b. Musyarakah;
c. Bagi hasil lainnya

3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
a. Rahn;
b. Qardh;
c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
d. Melakukan kerjasama antara PT. BPR Syariah Tanggamus dengan Lembaga
Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

d. Menjalankan wusaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dengan
memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.

e. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PT. BPR Syariah Tanggamus dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Mal yaitu
menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana
sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berfhak dalam bentuk santunan dan /
atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan).

Pasal 7

Dalam hal PT. BPR Syariah Tanggamus akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dan 6 diatas yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah
Nasional, PT. BPR Syariah Tanggamus wajib meminta persetujuan Dewan Syariah
Nasional sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.



Pasal 8

(1) PT. BPR Syariah Tanggamus dilarang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional

(2) PT. BPR Syariah Tanggamus tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan
usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 9
(1) Modal disetor perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2) Modal  dasar PT. BPR  Syariah  Tanggamus  ditetapkan  sebesar
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

(3) Modal dasar menurut ketentuan Perseroan Terbatas yaitu modal yang sekurang-
kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal disetor PT. BPR Syariah
Tanggamus milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah sebesar
Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

(5) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan
dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

(6) Sumber dana penambahan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten terlebih
dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 10

(1) Kepemilikan modal PT. BPR Syariah Tanggamus yaitu Pemerintah Kabupaten
Tanggamus minimal 90 (sembilan puluh) persen dan infestor lainnya sebesar
maksimal 10 (sepuluh) persen dari modal disetor.

(2) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Tanggamus selaku Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 11

(1) Perubahan dan Penambahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2)
ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau akibat perintah dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BABV
ORGAN PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS

Pasal 12

Organ PT. BPR Syariah Tanggamus terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN

Pasal 13

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Tanggamus.

(2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Pasal 14

(1) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun
buku berakhir.

(2) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
Pasal 15
(1) RUPS dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris.

(2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada
Anggaran Dasar.

BAB VII
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib memenuhi dan memelihara
integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Pasal 17

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.



(2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko
atas kegiatan bisnisnya.

(3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian
dan prinsip syariah.
Pasal 18

(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3
(tiga) orang.

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1
(satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan kantor Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Tanggamus.

(3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
Pasal 19
Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPRS atau Bank Perkreditan
Rakyat lainnya.

b. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 2 (dua)
lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Pasal 20

(1) Direksi mengelola Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus sesuai dengan
kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.

(2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan Bank Pembiayaan
Syariah Tanggamus sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip
kehati-hatian dan prinsip syariah.

Pasal 21
(1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang
(2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama
(3) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari anggota direksi termasuk direktur
utama harus berpengalaman operasional paling kurang :

a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di
perbankan syariah



b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di
perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah;
atau

c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan
mikro syariah.

(4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau
sarjana muda

(5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling
lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif

(6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam
menjalankan tugasnya

(7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP
Pasal 22

1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomosili di sekitar tempat kedudukan kantor
88 J p
pusat BPRS.

(2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan :

a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua,
besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar; dan/atau

b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua,
besan, menantu, suami, isteri atau saudara kandung.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan,
badan usaha atau lembaga lain

(4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan
pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 23

(1) Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPRS harus
mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham

(2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berlaku efektif
setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia

(3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau
calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham

(4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang
saham paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
Bank Indonesia diberikan.



(5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan /atau anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

Pasal 24

(1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah
mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 25
(1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS
(2) Anggota DPS wajib memenubhi persaratan sebagai berikut :

a. Integritas, yang paling kurang mencakup :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS
yang sehat

4. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan  Kelayakan (Daftar Tidak
Lulus) sebagaimana diatur dalam  ketentuan mengenai uji kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau
keuangan secara umum; dan

c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup :
1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota
Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

Pasal 26

(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi
serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana,
pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya dari Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus;

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi antara lain :



1)

a. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Pembiayaan Syariah
Tanggamus;

b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank
Pembiayaan Syariah yang belum ada fatwanya;

c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus;
dan

d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank
Pembiayaan Syariah Tanggamus dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27
Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
DPS dipimpin oles seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4
(empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Pasal 28

Penunjukan anggota DPS harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham.

Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat
rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pengangkatan Anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari
Bank Indonesia.

Pasal 29

Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif

Pasal 30

Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Bank
Pembiayaan Syariah Tanggamus wajib dilaporkan oleh Direksi Bank Pembiayaan
Syariah Tanggamus kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.



(2) Apabila menurur penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar kepatutan dan
kelayakan (daftar tidak lulus), daftar kredit macet arau terdapat informasi lain yang
menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka
pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

BAB IIX
PEGAWAI

Pasal 31

Ketentuan mengenai pegawai PT. BPR Syariah Tanggamus akan diatur dalam
Peraturan Direksi PT. BPR Syariah Tanggamus dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 32

1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT. BPR Svyariah Tanggamus jangka
] y g y &8 jang
panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling
sedikit memuat :

nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
visi dan misi;

analisa kondisi internal dan eksternal;

sasaran dan inisiatif strategi;

program 5 (lima) tahunan; dan

proyeksi keuangan.
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(3) Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris
disampaikan kepada Bupati selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk
mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 33

(1) Direksi PT. BPR Syariah Tanggamus wajib menyusun rencana kerja dan anggaran
tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus yang merupakan penjabaran tahunan dari
Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.



(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat :
a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. Hal-hal lain yang memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus yang telah
ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati selaku
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

(1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT.
BPR Syariah Tanggamus dinyatakan berlaku.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus dalam
tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus yang telah
mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disampaikan kepada
Pimpinan Bank Indonesia setempat.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 35

(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan
laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan
diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 4 (empat)
bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

(2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT. BPR
Syariah Tanggamus yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia
setempat.

(3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan
laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada papan

pengumuman PT. BPR Syariah Tanggamus dan Media Massa.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

(1) Tahun buku PT. BPR Syariah disamakan dengan tahun takwim.



(2) Laba bersih PT. BPR Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian Deviden : 50 %
b. Cadangan Umum : 15 %
c. Cadangan Tujuan : 15 %
d. Dana Kesejahteraan : 10 %
e. Jasa Produksi : 10 %

(3) Deviden Bagian Laba Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini
disetor dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran berikutnya.

(4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain untuk
laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).

(5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain untuk
dana masa berakhir pengurusan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini antara lain
untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan
sejenisnya.

(7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e pasal ini
diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan
Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari
Dewan Komisaris.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 37
PT. BPR Syariah Tanggamus dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan
dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme

perbankan.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 38

Pembubaran PT. BPR Syariah Tanggamus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

(1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan atau Pegawai PT. BPR
Syariah Tanggamus yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena
kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Syariah Tanggamus, wajib
mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Sebelum berubahnya Status PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus berdasarkan ketentuan yang berlaku
tentang Pendirian Perseroan Terbatas maka segala sesuatunya masih berpedoman pada
Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 41

(1) Dengan berubahnya bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Tanggamus menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Tanggamus maka segala kekayaan, hak dan kewajiban yang telah dimiliki
oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi
kekayaan, hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus secara keseluruhan.

(2) Pengurusan peralihan kekayaan, hak dan kewajiban atas nama Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus kepada Perseroan Terbatas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dilaksanakan secara bertahap berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

(3) Pengurusan peralihan kekayaan, hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamus Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau
Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI TANGGAMUS,
dto
BAMBANG KURNIAWAN
Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA
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